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I. DESKRIPSI KEGIATAN PENILAIAN/VERIFIKASI 

 

1. Nama Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA 

2. Sasaran/Auditee : PT MUTIARA KALJA PERMAI 

3. SK IUPHHK-HA : No.: SK.506/Menhut-II/2009 tanggal 03 September 2009 

4. Luas : ± 65.875 Hektar 

5. Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 

6. Waktu Pelaksanaan Audit  : 3 – 7 Februari 2016 

7. Management Representatif : Edi Triono, S.Hut 

8. Tim Audit : a. Ir. Suhardi (Lead Auditor); 
b. Adi Supriadi, S.Hut, M.Si (Auditor); dan 
c. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor). 

9. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 

10. Standar Audit Yang Digunakan : Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 

 
II. NAMA DAN PENANGGUNG JAWAB LVLK 

 

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya 

2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 – IDN 
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016 
4. Alamat  : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80  Samarinda.  75121 
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com  

6. Website : www.trustindo.net  
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia 

 

III. NAMA DAN PENGURUS AUDITEE 
 

1. Nama Auditee : PT MUTIARA KALJA PERMAI 

2. Alamat : Jl. Basuki Rachmad No 2 C Kota Samarinda, Kalimantan Timur 
3. Telepon/Fax : 0541 – 746231 / 0541 - 746182 

4. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Tambi 
- Komisaris : Djohan Tobing 
- Komisaris : Ir. H. Moh. Saleh Selamat 

- Direktur Utama : Edi Triono, S.Hut 
- Direktur : Maya Zulfani 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:trustindoprimakarya@gmail.com
http://www.trustindo.net/
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IV. RESUME LAPORAN HASIL VERIFIKASI AWAL PADA PT MUTIARA KALJA PERMAI 

 

A. PROSES PELAKSANAAN VERIFIKASI : 
 

NO. TAHAP LOKASI DAN 
WAKTU 

KEGIATAN 

I. Publikasi Rencana 
Pelaksanaan 
Sertifikasi 
Legalitas Kayu 
pada PT Mutiara 
Kalja Permai 

 
4 Januari dan 

19 Januari 2016 
(Revisi) 

1. Penayangan di website Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Website LVLK, dan SILK. 

2. Penyampaian surat Pemberitahuan 
kepada Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur, BP2HP Wil. XIII 
Samarinda, Dinas Kehutanan 
Kabupaten Kutai Kartanegara, dan 
JPIK. 

II. Pelaksanaan Audit Lapangan: 
 

 

1. Perjalanan Tim 
Audit 

Rabu, 

03 Februari 2016 

Samarinda – Tabang 

2. Pertemuan 
Pembukaan 

Kamis, 
04 Februari 2016 

Memberikan penjelasan mengenai 
tujuan, ruang lingkup, jadwal, 
metodologi dan prosedur verifikasi, 
serta meminta surat kuasa dan/atau 
surat tugas Manajemen Representatif. 

Presentasi singkat profil Auditee 

 

3. Verifikasi 
Dokumen dan 
Observasi 
Lapangan 

Areal Kerja  

PT MKP 

4 - 7 

Februari 2016 

a. Analisa/memeriksa 
kecukupan/kelengkapan dan 
keabsahan Dokumen/Data/Laporan 
Kinerja Produksi dan Penjualan 
selama 1 (satu) tahun terakhir.  

b. Pengambilan data primer (lapangan), 
pencatatan, uji petik dan wawancara 
dalam rangka pengujian kesesuaian 
kegiatan dengan dokumen/laporan 
kinerja produksi dan ketelusurannya, 
penjualan, pengelolaan lingkungan 
hidup, K3, dan ketenagakerjaan. 

 

4. Pertemuan 
Penutupan 

Kantor PT MKP, 
Minggu, 

7 Januari 2016 

Perumusan hasil penilaian sementara. 
Penyampaian hasil penilaian 
sementara dan catatan-catatan 
ketidaksesuaian  (LKS). 
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5. Perjalanan Tim 
Audit 

Minggu, 
7 Februari 2016 

Tabang - Samarinda 

 

III. Penyusunan 
Laporan Hasil 
Audit 

Samarinda, 
8 – 25  

Februari 2016 

Pemenuhan kekurangan 
Dokumen/Data oleh Auditee dan 
verifikasinya oleh Auditor terkait dan 
Penyusunan laporan hasil audit 
sertifikasi legalitas kayu pada                     
PT Mutiara Kalja Permai oleh Tim 
Audit. 
 

IV. Pengambilan 
Keputusan 
Sertifikasi 

Samarinda, 
26 Februari 2016 

Produksi kayu bulat pada IUPHHK-HA 
PT Mutiara Kalja Permai meliputi areal 
seluas ± 65.875 Hektar di Kabupaten 
Kutai Kartangera Provinsi Kalimantan 
Timur dinyatakan telah MEMENUHI 
standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai 
Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. 
P.14/VI-BPPHH/2014. 
 
Kepada PT Mutiara Kalja Permai dapat 
diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu              
(S-LK).  
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B. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU : 

PRINSIP 1.        :   Kepastian areal dan hak pemanfaatan  
Kriteria 1.1.         :    Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.  
Indikator 1.1.1.   :    Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha 
                                    Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 1.1.1.a. Dokumen 
legal terkait perizinan 
usaha (SK 
IUPHHKHA/HT/RE
/ Pemegang Hak 
Pengelolaan 

M a. Terdapat Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor: SK.506/Menhut-II/2009 tentang 
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Mutiara 
Kalja Permai Atas Areal Hutan Produksi seluas 
± 65.875 hektar di Provinsi Kalimantan Timur, 
ditetapkan di Jakarta tanggal 3 September 2009. 

b. Terdapat Peta lampiran SK-IUPHHK-HA atas 
nama PT. Mutiara Kalja Permai Skala 1 : 250.000 
yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan 
M.S. Ka’ban. 

c. Terdapat Dokumen tambahan : Akte Pendirian 
Perusahaan; Akte Perubahan Terakhir; SIUP; 
TDP; NPWP;  

2 1.1.1.b.  Bukti 
pemenuhan 
kewajiban Iuran Izin 
Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu 
(IIUPHHK). Tidak 
berlaku untuk 
Pemegang Hak 
Pengelolaan 

M  Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran 
(SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu dalam Hutan Alam (Revisi) Nomor: 
5.1259/IN-BIKPHH/2009 tanggal 7 Desember 
2009 sebesar 3.458.437.500,- (Tiga milyar empat 
ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga 
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk areal 
seluas 65.875 hektar selama 35 Tahun 

 Terdapat bukti setor Bank Mandiri tanggal 13 
Agustus 2010 sebesar Rp. 3.358.437.500,- dari PT. 
Mutiara Kalja Permai Samarinda ke 
Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no 
rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta.  

 Terdapat bukti setor Bank Mandiri tanggal 18 
Agustus 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- dari PT. 
Mutiara Kalja Permai Samarinda ke 
Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no 
rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta.  

 

3 1.1.1.c. Penggunaan 
kawasan yang sah di 
luar kegiatan 
IUPHHK (jika ada) 

N/A Pada areal IUPHHK-HA PT. Mahakam Persada 
Sakti tidak terdapat pengunaan kawasan yang sah 
di luar IUPHHK 
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PRINSIP 2.      :    Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah  
Kriteria 2.1.         :    Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan 
                                      yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 
Indikator 2.1.1.    :    RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan  
                                      Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4 2.1.1.a. Dokumen 
RKUPHHK/RPKH, 
RKT/ Bagan 
Kerja/RTT beserta 
lampirannya yang 
telah disahkan oleh 
pejabat yang 
berwenang, meliputi : 
1. Dokumen 
RKUPHHK/RPKH & 
lampirannya yang 
disusun berdasarkan 
IHMB/risalah hutan 
dan dilaksanakan 
oleh Ganis PHPL 
Timber Cruising 
dan/atau Canhut 
2. Dokumen 
RKT/RTT yang 
disusun berdasarkan 
RKU/RPKH  dan 
disahkan oleh pejabat 
yang berwenang atau 
yang disahkan secara 
self approval 
3. Peta rencana 
penataan areal kerja 
yang dibuat oleh 
Ganis PHPL Canhut 

M - Dokumen RKUPHHK-HTI PT. Mutiara Kalja 

Permai periode 2013 – 2022 yang telah 

disahkan/setujui dengan Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor: SK.49/BUHA-2/2013 tanggal 

19 November 2013 

- Terdapat lampiran peta RKUPHHK PT. Mutiara 

Kalja Permai periode 2013 – 2022 skala 1:100.000 

yang dibuat oleh petugas yang berwenang dan 

telah disetujui oleh Direktur Bina Usaha 

Kehutanan a/n Awriya Ibrahim, M.Sc. (NIP. 

196001061987031001). 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK Tahun 2015 a/n 

PT. Mutiara Kalja Permai yang telah disahkan oleh 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur Ir. H. Chairil Anwar, MP. sesuai SK 

Pengesahan Nomor 522.110.1/05/Kpts/RKT/DK-

III/2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja 

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

dalam Hutan Alam tahun 2015 dan Sisa Rencana 

Kegiatan RKT tahun 2014 (carry over) PT. Mutiara 

Kalja Permai tanggal 8 Januari 2015 

- Terdapat Ganis Canhut PT. Mutiara Kalja Permai 

atas nama Zainal Abidin Register No. 00899-

13/TC/XX/2012.  

5 2.1.1.b. Peta areal 
yang tidak boleh 
ditebang pada 
RKT/Bagan 
Kerja/RTT dan bukti 
implementasinya di 
lapangan 

M Areal yang tidak boleh ditebang terdapat pada peta 
RKTUPHHK tahun 2015 dan 2014 (carry over) PT. 
Mutiara Kalja Permai skala 1 : 50.000 berupa 
sempadan sungai.  

Di lapangan ditemukan papan nama Sempadan 
Sungai Matelay Putih yang ditempelkan di pohon 
pada koordinat N 00o53’59,93” E 115o57’32,29” dan 
tanda batas sempadan sungai berupa cat garis dua 
warna kuning yang terdapat di pohon di sepanjang 
jalur tersebut. 
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

6 2.1.1.c. Penandaan 
lokasi blok 
tebangan/ blok 
RKT/petak RTT yang 
jelas di peta dan 
terbukti di lapangan 

M Terdapat penandaan lokasi blok tebangan pada peta 
Peta RKTUPHHK tahun 2015 dan 2014 (carry over) 
PT. Mutiara Kalja Permai skala 1 : 50.000. Ada 20 
petak tebang di RKT 2015 dan 29 petak tebang pada 
RKT 2014 (carry over). Di lapangan ditemukan patok 
batas blok berupa balok ulin ukuran 10 cm x 10 cm 
yang ditancapkan ditanah dan bagian atasnya dicat 
warna merah.  

Jalur antar patok berupa cat garis dua warna merah 
pada pohon di sepanjang jalur tersebut. 

 
 
Kriteria 2.2.         :    Adanya rencana kerja yang sah. 
Indikator 2.2.1.    :  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

7 2.2.1.a. Dokumen 
Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu 
RKUPHHK) (bisa 
dalam proses) 
dengan lampiran-
lampirannya 

M Dokumen RKUPHHK PT. Mutiara Kalja Permai 

periode 2013 – 2022 telah ditandatangani dan 

disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor: SK.49/BUHA-2/2013 tanggal 19 

November 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 

Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi 

Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 

2013 – 2022 Atas Nama PT. Mutiara Kalja Permai 

Provinsi Kalimantan Timur.  

Berdasarkan dokumen tersebut rencana tebangan 

maksimum seluas 19.667,50 ha/10 tahun dan 

volume maksimum 619.047,60 m3/10 tahun. 

Ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha 

Kehutanan a/n Auriya Ibrahim, M.Sc. (NIP. 

196001061987031001) 

Terdapat lampiran peta RKUPHHK PT. Mutiara 

Kalja Permai periode 2013 – 2022 skala 1:100.000 

yang dibuat oleh petugas yang berwenang dan telah 

disetujui oleh Direktur Bina Usaha Kehutanan a/n 

Awriya Ibrahim, M.Sc. 

8 2.2.1.b. Kesesuaian 
lokasi dan volume 
pemanfaatan kayu 
hutan alam pada 

N/A PT. Mutiara Kalja Permai tidak melakukan kegiatan 
penyiapan lahan dengan melakukan pemanfaatan 
kayu hutan alam untuk pembangunan hutan 
tanaman industri. 
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

areal penyiapan 
lahan yang diizinkan 
untuk pembangunan 
hutan tanaman 
industri. 

 
 
 
PRINSIP 3.         :  Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat  
Kriteria 3.1.       :    Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari 
                                      Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK  
                                      Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai  
                                      identitas fisik dan dokumen yang sah. 
Indikator 3.1.1.    :   Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang  
                                     dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan. 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

9 3.1.1. Dokumen LHP 
yang telah disahkan 
oleh pejabat yang 
berwenang 

M - Pejabat Penerbit LHP PT. MKP atas nama Ruslan 
dengan Register Nomor 00169-13/PKB-
R/XX/2011 

- Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) atas nama H. 
Ardiansyah dengan Register Nomor 00134-
13/WAS-PKB-R/XX/2010 

- Terdapat dokumen LHP yang telah disahkan 
oleh Pejabat Pengesah LHP dari bulan Januari 
sampai dengan bulan Desember 2015.  

- Realisasi Produksi selama periode audit dari 
bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016 
sebanyak 1.780 Batang dan 9.819,71 M3. 

- IUPHHK-HA PT. Mutiara Kalja Permai telah 
menerapkan SIPUHH Online untuk penerbitan 
dan pengesahan LHP.  

- Hasil Uji Petik pengukuran kayu di TPK Antara 
Km 21  dan lacak balak di tunggul tebangan 
sesuai (selisih pengukuran 1,57 %) 

 
Indikator 3.1.2.     :  Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan 
                                      surat keterangan sahnya hasil hutan 

 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10 3.1.2. Surat 
keterangan 
sahnya hasil 
hutan dan 
lampirannya dari 
: 
-TPK hutan ke TPK 

Antara, 
-TPK hutan ke 

industri primer 

M Terdapat BAP dari Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 

Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Antara 

(TPK Antara) atas nama IUPHHK-HA PT. Mutiara 

Kalja Permai. 

Terdapat SK Kepala Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 

562/9580/KPTS/DPK-VI.2/2014 tentang Penetapan 
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dan/atau 
penampung kayu 
terdaftar, 

- TPK Antara ke 
industri primer hasil 
hutan dan/atau 
penampung kayu 
terdaftar 

Lokasi Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK 

Antara) Logpond/Logyard di Km 21, di Muara 

Rahung, di Sungai Pedohon dan di Long Tahap atas 

nama PT. Mutiara Kalja Permai, tanggal 27 Oktober 

2014 yaitu : 

a. TPK Antara KM 21 pada koordinat E 1150 57’ 07” 

dan N 000 42’ 36” 

b. TPK Antara Muara Rahung pada koordinat E 

1150 57’ 58” dan N 000 34’ 46” 

c. TPK Antara Sungai Pedohon pada koordinat E 

1160 01’ 34” dan N 000 35’ 24” 

d. TPK Antara Long Tahap pada koordinat E 1160 

02’ 31” dan N 000 24’ 24” 

Terdapat Rekap SKSHHK untuk dokumen 

pengangkutan kayu dari TPK Hutan KM 82 ke TPK 

Antara di KM 21. 

Sehubungan PT. MKP sudah melakukan penerapan 

SIPUHH Online, maka penerbitan SKSHHK 

dilakukan secara online dengan format SKSHHK 

dari SIPUHH Online. 

Jumlah SKSHHK yang diterbitkan sebanyak 155 

lembar dengan volume sebanyak 1.743 Btg dan 

9.791,22 M3.  

Petugas TUK sudah memahami prosedur dan 

tatacara penerbitan dokumen SKSHHK. 

 
 
Indikator 3.1.3.  : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ 

IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan. 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

11 3.1.3.a. Tanda-tanda 
PUHH/ barcode 
pada kayu dari 
pemegang IUPHHK-
HA/ IUPHHK-HA/ 
IUPHHK-
RE/Pemegang Hak 
Pengelolaan bisa 
dilacak balak 

M PT. Mutiara Kalja Permai telah melakukan sistem 
penatausahaan hasil hutan secara online (SIPUHH 
Online)  

Terdapat produksi kayu yang sudah diangkut ke 
TPK Antara Km 21 dan masih ditumpuk dengan 
identitas berupa informasi yang ditulis pada karpet 
warna merah/biru dan cat warna putih berupa 
Nomor Produksi Kayu,  
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Di samping itu terdapat barcode yang dicetak 
dengan mengunakan label barcode warna kuning 
dan ditempelkan pada batang kayu. 

Penandaan dengan SIPUHH Online yang diterapkan 
dapat dilacak asal usul kayu sampai ke tunggul. 
Hasil Uji Petik lacak balak sampai di tunggul 
tebangan ditemukan adanya tungul bekas tebangan 
yang dibubuhi label hasil ITSP dan nomor pohon dan 
diameternya sesuai. 

12 3.1.3.b. Identitas kayu 
diterapkan secara 
konsisten oleh 
pemegang izin 

M Identitas kayu yang ada menggunakan sistem 
penatausahaan hasil hutan secara online dengan 
menandakan barcode pada batang kayu. Di samping 
barcode terdapat pula penomoran kayu dengan 
menggunakan label karpet warna merah/biru dan 
cat warna putih yang memudahkan pengenalan 
nomor kayu sehingga dapat dilacak melalui 
dokumen angkutan maupun LHP yang 
memungkinkan untuk dilacak balak sampai ke 
tunggul pohon. 

Sistem ini telah diterapkan secara konsisten oleh PT. 
Mutiara Kalja Permai sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku. 

 
Indikator 3.1.4.     :  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu 

ke luar TPK 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

13 3.1.4. Arsip SKSKB 
dan dilampiri Daftar 
Hasil Hutan (DHH) 
untuk hutan alam, 
dan arsip FAKB dan 
lampirannya untuk 
hutan tanaman 

M Terdapat penerbitan Dokumen SKSHHK sebanyak 
155 lembar dengan volume sebesar 1.743 Btg dan 
9.791,22 M3.  

Dokumen SKSHHK sebagai dokumen yang 
menyertai angkutan kayu dicetak dengan 
menggunakan sistem SIPUHH Online dan dilampiri 
oleh Daftar Kayu yang berisi tentang kode barcode 
batang kayu serta asal-usul LHP dari kayu yang 
dimuat. 

Arsip SKSHHK disimpan dan diarsipkan di base 
camp Taga Limau Kecamatan Tabang Kab. Kutai 
Kartanegara. 
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Kriteria 3.2.       :  Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang 

terkait dengan kayu. 
Indikator 3.2.1.    :    Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) 

dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

14 3.2.1.a.  Dokumen 
SPP (Surat Perintah 
Pembayaran) 
DRdan/atau PSDH 
telah diterbitkan. 

M Terdapat  SPP  DR dan/atau PSDH dengan jumlah 
sesuai dengan LHP yang diterbitkan. 

Total SPP DR US $ 161.976,11 

Total SPP PSDH Rp 746.074.490 

Penerbit SPP dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Santi 
Hendrayani, AMD NIP 19800206 201001 2 009. 

Untuk selanjutnya tatacara penerbitan SPP DR 
dan/atau PSDH dan pembayaran serta 
pelaporannya dilakukan dengan menggunakan 
SIPUHH Online dan SIMPONI 

15 3.2.1.b.  Bukti Setor 
DR dan/atau PSDH 

M Terdapat bukti setor DR dan/atau PSDH dengan 
jumlah sesuai dengan SPP yang diterbitkan. 
Penyetoran dilakukan oleh PT. MKP melalui Bank 
Mandiri Cabang Kesuma Bangsa Samarinda ke 
rekening yang sesuai dan telah diverifikasi oleh 
petugas Bank Mandiri 
DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan 
tidak terdapat tunggakan pembayaran DR dan/atau 
PSDH oleh PT. MKP 
 

16 3.2.1.c.  Kesesuaian 
tarif DR dan PSDH 
atas kayu hutan alam 
(termasuk hasil 
kegiatan penyiapan 
lahan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman) dan 
kesesuaian tarif 
PSDH untuk kayu 
hutan tanaman 

M Hasil pengecekan kesesuaian antara tarif DR 
dan/atau PSDH dengan jenis, volume dan 
wilayahnya telah sesuai untuk volume, jenis dan 
diameter di wilayah Kalimantan sesuai dengan 
ketentuan.  
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Kriteria 3.3.          :   Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. 
Indikator 3.3.1.    :    Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki 

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

17 3.3.1. Dokumen 
PKAPT 

M PT. MKP merencanakan akan melakukan 
perdagangan kayu antar pulau dan terdapat 
dokumen PKAPT PT. MKP dengan Nomor PKAPT 
17.01.1.03703 

Dokumen PKAPT PT. Mutiara Kalja Permai berlaku 
sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020. 

 
 
Indikator 3.3.2.    :    Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal 

yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

18 3.3.2. Dokumen yang  
menunjukkan 
identitas kapal. 

N/A PT. MKP belum melakukan pengangkutan dan 
perdagangan kayu melalui angkutan air dengan 
menggunakan kapal. Oleh karena itu verifier ini 
akan diverifikasi kembali saat PT. MKP telah 
melakukan pengangkutan kayu menggunakan kapal 
atau saat penilikan. 

 
 

Kriteria 3.4.          :  Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. 
Indikator 3.4.1.    :  Implementasi Tanda V-Legal 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

19 3.4.1. Tanda V-Legal 
yang dibubuhkan 
sesuai ketentuan 

N/A PT. Mutiara Kalja Permai belum memiliki perjanjian 
Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dan belum 
memiliki sertifikat Legalitas Kayu maupun PHPL 
sehingga verifier ini akan dilakukan pengecekan 
kembali setelah terdapat perjanjian Sub Lisensi 
Penggunaan Tanda V-Legal atau pada saat penilikan. 

 
 
 
PRINSIP 4. :    Pemenuhan aspek lingkungan dan sosialyang terkait dengan 

penebangan  

Kriteria 4.1.          :    Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 
(DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang 
dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 

Indikator 4.1.1.    :    Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL 
meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola 
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang 
telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal 
kerjanya. 
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

20 4.1.1. Dokumen 
AMDAL/DPPL/UK
LUPL/RKL-RPL 

M PT. Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen 
AMDAL dengan judul Laporan Utama Analisis 
Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT. 
Mutiara Kaja Permai di Kabupaten DATI II Kutai 
Propinsi Dati I Kalimantan Timur tahun 1996.  Luas 
areal 56.000 Ha. Dokumen AMDAL tersebut telah 
disetujui atau disahkan oleh Komisi AMDAL Dephut 
nomor 35/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996. 

Terdapat lampiran dokumen Amdal, RKL dan RPL 

 
 

Indikator 4.1.2.   :  Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang 
menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak 
lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

21 4.1.2.a. Dokumen 
RKL dan RPL 

M Dokumen RKL/RPL telah dibuat dan disahkan oleh 
pihak berwenang sebagaimana telah dijelaskan 
dalam verifier 4.1.1 diatas dan telah mengacu pada 
dokumen AMDAL. Pengelolaan lingkungan pada 
PT. Mutiara Kalja Permai dibawah tanggungjawab 
Kabag Binhut dan Lingkungan.  

22 4.1.2.b. Bukti 
pelaksanaan 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
penting aspek 
fisikkimia, biologi 
dan sosial 

M Dalam pengelolaan lingkungan aspek 
biologi/ekologi, terdapat dokumen Berita Acara: 
1. Berita Acara Penyelesaian Pembuatan Batas 

Sempadan Sungai Matelay tahun 2015 PT. 
Mutiara Kalja Permai yang ditandatangani oleh 
Zainal Abidin (Bagian Perencanaan Hutan) dan 
Yonky Kurniawan (Manager Camp) tanggal 15 
Oktober 2015. 

2. Berita Acara Penyelesaian Pembuatan Buffer 
Zone Hutan Lindung Tahun 2015 yang 
ditandatangani oleh Zainal Abidin (Bagian 
Perencanaan Hutan) dan Yonky Kurniawan 
(Manager Camp) tanggal 27 Agustus 2015 

3. Berita Acara Penyelesaian Pembuatan Batas 
Sempadan Sungai Metalay Putih tahun 2015 
yang ditandatangai oleh Zainal Abidin (Bagian 
Perencanaan Hutan) dan Yonky Kurniawan 
(Manager Camp) tanggal 9 September 2015 
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PRINSIP 5.       :    Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan  
Kriteria 5.1.        :    Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 
Indikator 5.1.1. :   Prosedur dan implementasi K3. 

 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

23 5.1.1.a. Implementasi 
prosedur K3. 

M Terdapat Standard Operation Procedures (SOP) 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT. Mutiara 
Kalja Permai dengan judul SOP Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3).   Dokumen tersebut dibuat 
pada bulan Januari tahunn 2015 yang telah 
ditandatangani oleh Direktur Utama (Edi Triono, 
S.Hut) tanggal 4 Januari 2015.  SOP memuat pula 
pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk 
mencatat kecelakaan kerja dan melaporkannya 
secara periodik. 
Dalam Standar Operation Procedure kegiatan lain 
seperti Pembukaan Wilayah Hutan, Penebangan 
pohon, Penyaradan kayu, Pengangkutan kayu dan 
bongkar muat kayu sudah pula mencantumkan 
aspek keselamatan kerja, namun belum lengkap 
karena belum mencantumkan secara detil alat 
pelindung diri apa yang dipakai oleh setiap operator.   
Selain prosedur K3, terdapat spanduk himbauan 
untuk mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan 
kerja bagi karyawan. 
  
 

24 5.1.1.b.Ketersediaan 
peralatan K3  

M PT. Mutiara Kalja Permai telah memiliki peralatan 
K3 yang secara umum masih diperlukan 
penambahan jumlah di lapangan. 

Disamping peralatan K3, PT. Mutiara Kalja Permai 
telah melakukan sosialisasi K3 dengan membuat 
papan atau spanduk himbauan untuk 
mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
di camp utama dan camp block. Upaya lain adalah 
membuat rambu-rambu lalulintas disepanjang jalan 
utama dengan tujuan untuk meminimalisasi 
terjadinya kecelakaan kerja.  

Karena lokasi kantor dan logpond PT. Mutiara Kalja 
Permai diuntungkan dengan jarak yang dekat 
dengan ibukota Kecamatan tabang (1,5 km), maka 
untuk menanggulangi karyawan yang sakit, pihak 
perusahaan telah bekerjasama dengan Puskesmas 
Kecamatan Tabang. Kerjasama tersebut tercantum 
dalam Kesepakatan Kerjasama antara PT. Mutiara 
Kalja Permai dengan Puskesmas Kecamatan Tabang 
pada tanggal 17 Agustus 2015.   

Kerjasama tersebut telah disosialisaikan kepada 
seluruh karyawan oleh Direktur Utama tanggal 31 
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Agustus 2015 melalui Surat Edaran Nomor: 02/SE-
MKP/Dirut/VIII/2015. 
 

25 5.1.1.c. Catatan 
kecelakaan kerja 

M Menurut laporan dan hasil wawancara dengan 
Direktur Utama, selama satu tahun terakhir tidak 
pernah terjadi kecelakaan kerja, baik yang sedang, 
berat maupun yang menyebabkan meninggal dunia.  
Hal tersebut telah dituangkan pada Laporan 
Kecelakaan Kerja bulanan.   

Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja telah 
ada meskipun belum sempurna, hal tersebut 
diindikasikan dengan menyediakan peralatan K3, 
membuat SOP K3, membuat spanduk himbauan, 
membuat rambu-rambu lalulintas pada jalan utama, 
dll. 

Laporan Kecelakaan Kerja secara rutin disampaikan 
kepada Dinas Tenaga Kerja Kutai Karta Negara 

 
Kriteria 5.2.    :    Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 
Indikator 5.2.1.  :   Kebebasan berserikat bagi pekerja 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

26 5.2.1. Ada serikat 
pekerja atau 
kebijakan perusahaan 
yang membolehkan 
untuk membentuk 
atau terlibat dalam 
kegiatan serikat 
pekerja 

M PT. Mutiara Kalja Permai belum memiliki serikat 
pekerja, namun telah ada surat edaran dari Direktur 
Utama PT. Mutiara Kalja Permai dengan Nomor 
Surat 01/SE/MKP-Dirut/I/2015 tanggal 1 Januari 
2015 yang berisi pengumuman kepada karyawan 
untuk membolehkan membentuk atau mendirikan 
organisasi Serikat Pekerja. 
Hasil uji petik wawancara dengan beberapa orang 
karyawan, mereka mengetahui teentang adanya 
kebebasan dari perusahaan tersebut, namun sejauh 
ini belum ada karyawan yang berkeinginan 
membentuk organisasi serikat pekerja. 

 
Indikator 5.2.2.   :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan 

Perusahaan (PP). 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

27 5.2.2. Ketersediaan 
Dokumen KKB atau 
PP 

M PT. Mutiara Kalja Permai belum memiliki dokumen 
KKB antara serikat karyawan dengan perusahaan 
dan PT. Mutiara Kalja Permai sudah memiliki 
dokumen PP yang sudah ditandatangani oleh 
Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai tanggal 12 
Oktober 2015. 
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RESUME LAPORAN HASrL PENITAIAN/VERIFIKASI
TPK-FO61.

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN IU$TIFIKASI
Legalisasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur dengan surat
pengesahan nomor KEP.560/98IB.PHI &
]amsostek 12015 tanggal 24 Oktober 2015 yang
berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2015 sampai
dengan tanggal25 Oktober 2A17

Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

NO VEXIFIER NILAI RINGKASAN IUSTIFIKASI
28 Tidak ada pekeria

yang masih di bawah
umur

M Dalam daftar karyawan tersebut terdapat karyawan
termuda (btdang Helper Chainsaw) yang lahir pada
tanggal 4 luli 1996 Nopember 1997 (usn 19 tahun
enam bulan) yang sudah memasuki kategori dewasa.

Keterangan:
M = Memenuhi;
TM = Tidak Memenuhi; dan
N/A = Not Applicable.

Or inda 27 Februari 2016

PT. Trustindo Prima Karyam
Direktur Utama

Rev.H/01.04.2015 Halaman 15 dari 15
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Gedung Diklat APHI Kolimanton Timur Lt. 1 Jl. Kesumo Bangso No. 80 Samarindo. 75121

Phone : 0541-747798 Emoil : lrustindoprimokarva@qmail.com

httos :/fu ww.trustindo.net
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Keputusan Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya

Nomor: 224lDiuUOl 0-l D Nl20 1 6

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU KEPADA PT MUTIARA KALJA PERMAI

Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,

Menimbang Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pengambil Keputusan
No.: Os8lPt(VLK Hutanl2016 tanggal 26 Februari 2016 yang

menyatakan bahwa produksi kayu bulat pada IUPHHK-HA
PT MUTIARA KALJA PERMAI telah MEMENUHI standar verifikasi
legalitas kayu sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.1. Peraturan
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.: P.14AII-BPPHH12014
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA,
IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Utama PT. Trustindo
Prima Karya tentang Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.

b.

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Kaator PelayanEn Bqor
Taman Ysmin Sektor Vl, Jl. Pinang Raya No. 84
Phone : 0251-7546052
Email : tokbosor(agmail.com

MEMUTUSIGTTI:

Menerbitkan Sertifikat Legdlitas Kayu (S-LK) homor :222.5LK.010-|DN
kepada PT MUTIARA KALJA PERMAI selaku pemegang IUPHHK-HA
berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Rl No.: SK.506/
Menhut-1112009, tanggal 03 September 2009.

Masa berlaku S-LK selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 27 Februari

2016 sampaidengan 26 Februari2019 dengan lingkup sertifikasimeliputi
produksi kayu bulat atas areal IUPHHK-HA seluas t 65.875 Hektar di

Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

S-LK wajib d iperbaharu i dengan melaksanakan keg iatan Penilikan setiap
1 (satu) tahun sekali.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

diSamarinda
qlp tanggal 27 Februari 2016

PT. Trustindo Prima Karya,

l(aittor Pelsyansn tlrlrlarE
Graha Pellta asri Bok C-12, Jl. L,A. Sucipto, Blimbing

Phone : O341-9165O55
Email : tpkmalanq@email,com
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